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331. Bayi Tabung 


S. Bagaimana hukumnya mengerjakan proses bayi tabung? Bayi tabung 
ialah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil 
mani/sperma laki-laki dan ovum/mani perempuan, lalu dimasukkan dalam 
suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya. Setelah hal tersebut dianggap 
mampu menjadi janin, maka dimasukkan ke dalam rahim ibu. 


. Hukumnya memproses bayi tabung ditafsil sebagai berikut: 

1. Apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim 
wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri, maka hukumnya 
haram. | 

2. Apabila mani yang ditabung tersebut mani suami istri, tetapi cara 
mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. 

3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara 
mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam 
rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh. | 

NB: 

a. Mani muhtaram ialah mani yang keluar/ dikeluarkan dengan cara 
tidak dilarang oleh syara . Sedang mani bukan mtuhtaram ialah selain 
yang tersebut di atas. 

b. Tentang anak yang dari mani tersebut dapat ilhag atau tidak kepada 
pemilik mani, terdapat Mulaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. 
Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa iIhag kepada pemilik mani secara 
mutlak (baik keluarnya mani tersebut mmuhtaram atau tidak), sedangkan 
menurut Imam Ramli anak tersebut bisa ilhag kepada Pen mani, 
bila mani tersebut keluarnya termasuk muhtaram. 

Keterangan, dari kitab: 


1 Tafsiraluranal-“Azhiml 
Ka Iya ae1 IIA 285 653 Iya UE Ab S3 BJB Be uAa y y3 


TE bada reg 


Dari Ibn Abbas, beliau berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada 
dosa yang lebih besar setelah syirik dari pada mani yang ditaruh seorang laki- 
laki (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.” 

2. Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh? 


1 Ibn Katsir, Tafsir al-ur'an al-“Azhim, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), Juz III, h. 50. 
2 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz Ih. 25. 
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KAP RU et S3 6 Bil dit da3 OS ya 
Barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari kiamat, maka 
janganlah sekali-kali berzina dengan istri saudaranya. 
3. Kanz al-Raghibin Syarh ang oa 


SN IP IV SG) L jaran: ka ja SI ae dp ea 35) 
43 Ain ND men ba AN S5 ie La 


Seandainya ada wanita ng seorang anak yang diketahui bukan 
berasal dari suaminya, besertaan adanya kemungkinan berasal darinya, 
maka si suami itu harus menafikannya, karena tidak adanya penafian 
itu mengandung unsur menemukan nasab anak itu kepadanya. Sementara 
menemukan nasab anak yang tidak berasal darinya ituharam. 


4. Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib: 
KE OS Oo (RERE B5 dpl JS naa 3 Jul 
USS KR TE LI J3 ARA LAS II an Hall CA IPA JK 


:3 (ee 233 3S la Basa AL 
Kesimpulannya an bahwa yang dimaksud dengan mani muhtaram 
(terhormat/ tidak haram) itu adalah kondisi keluarnya saja, sebagaimana 
yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak muhtaram ketika masuk. 
Maka seorang wanita wajib ber'iddah dengan sebab masuknya mani tersebut 
bila ia tertalak sebelum bersetubuh menurut pendapat mtv'tamad. Berbeda 
dengan Ibn Hajar, sebab beliau mempertimbangkan mani tersebut 
muhtaram dalam dua kondisinya (saat'keluar dari si laki-laki dan saat 
masuk ke rahim si perempuan) sebagaimana yang ditetapkan Syaikhuna. 
10. Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar 


kebatai JE EN asal jalal ap Aa Ja sEnJG 136) 
(Faidah) Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya 
(beronani) dengan tangan istri atau budak wanitanya, maka hal tersebut 
boleh karena istri dan budaknya itu memang tempat bersenang-senangnya. 


3 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Julyubi 
wa “Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th), Juz IV, h. 32. 

4 Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1951), Juz IV, h. 37.- 

5 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, 
(Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 478. 
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332. Cangkok Mata 


5. Bagaimana hukumnya cangkok mata? Transplantansi-kornea atau cangkok 
mata ialah mengganti selaput mata seseorang dengan selaput mata orang lain 
atau kalau mungkin dengan selaput mata binatang. Jadi yang diganti hanya 
selaputnya saja bukan bola mata seluruhnya. Adapun untuk mendapatkan 
kornea/selaput mata ialah dengan cara mengambil bola mata seluruhnya 
dari orang yang sudah mati. Bola mata itu kemudian dirawat baik-baik 
dan mempunyai kekuatan paling lama 72 jam (tiga hari tiga malam). 

Sangat tipis sekali dapat dihasilkan cangkok kornea dari binatang. 

J. Hukumnya ada dua pendapat: 

1. Haram, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti mayitnya orang 
murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia 
dengan anggota manusia lain, bahaya buta itu tidak sampai 
melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit. 

2. Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan 
tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat: 

a. Karena dibutuhkan. 

b. Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia. 

c. Mata yang diambil harus dari mayit yang muhaddaraddam. 

d. Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan 
agama. ! 

Keterangan, dari kitab: 

1. Ahkamul Fugaha" 


FEE LA la at ya had JI sia 3 Ip us 
AAA Ii ab KEREN US IL II SI imo Ja ENI 
JAN PO BN ea An P3 3 SS HE HE Ip ca laa 
Inn NE SR BS eU Ih EN 

Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh 
Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk 
dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar apa tidak? 
Muktamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram 
mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, 
seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan 


6 Ahkamul Fugaha, Keputusan Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo (masalah nomor 315). 
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dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak 
melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat. 


2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad” | 
SES TEE 5 HI Se Gb JS pIAE yaa 23253 GSVL CT 
A3 ah Ie P3 333 
“Adapun tulang manusia, ketika kondisinya demikian (terdapat alternatif 
menyambung tulang dengan selain tulang najis dan selain tulang manusia) 
maka keberadaannya sama seperti tidak ada, sebagaimana dinyatakan oleh al- 
Halabi dalam penjelasannya atas kitab al-Manhaj. Walaupun bukan orang 
terhormat seperti orang murtad dan orang kafir. Maka haram menyambung 
tulang dengannya dan harus dicabut.” 
3. Hadits Nabi Saw. 
a. Riwayat Aisyah Ra. 
(GE 33 S3 3 LAN AA 3) ea aya ena dat 3 
“Memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkannya ketika masih 
hidup.” (HR. Ahmad dalam al-Musnad, Abu Dawud dan Ibn Majjah) 


b. Riwayat Ummu Salamah Ra. 


GAS Lana (EU GAN NI eka FS se okt 3 
"Memecahkan tulang mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam 

keadaan masih hidup.” (HR. Ibn Majjah), hadits hasan. 

2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-jawad” 

SE pa IA IE IE lo ing IJU J3 ala Ie 
WB AA Ah GR 8 B5 AI maa AS Ton EA SI abal 1 
(SN 22 elag S3 A55 MAL seba TE AS 1313 25 SANG 
HB SKA £ Aha 


Al-Halabi berkata: “Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak 
ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka 
mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah 
mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang 


7 Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi “ala Fath al-Jaund, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-Arabiyah, t th), h. 26-27. 

8 Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi “ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub 
al-Arabiyah, t. th.), h. 26-27. 
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dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas udzur yang 
memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang 
manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai 
dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih 
wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus 
terjadi. Dan al-Madabighi dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap 
atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: 
“Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi 
seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, 
dan baru tulang mayit muslim. 

2. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin? 


Hani ANA (PO 5 (5) 

(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi 

darurat, (memakan manusia yang telah mati), sebab kehormatan orang 
hidup lebih besar -dari orang pada yang telah mati-. 
3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj'? 


NI CE AS age en LI Da si (D3) 

BA EA 

(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi 

darurat, (memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan 

bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi 

dalam kitab al-Syarh al-Kabir dan al-Raudhah. Sebab kehormatan orang 
hidup lebih besar -dari orang pada yang telah mati-. 


4. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin! 
(AE Ain) EA Se (025) JS II selat JLN (B2 G2 3) 
S3 (PE) II JA 
(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh 


menyabungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak 
menemukan tulang yang suci) yang layak dijadikan penyambung, (maka 


9? Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Oulyubi 
wa “Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t th.), Juz IV, h. 262. 

10 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: 
Musthafa al-Halabi, 1957), Juz IV, h. 307. 

1 Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Oulyubi 
wa “Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al- Arabiyah, t th.), Juz IV, h. 128. 
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ia adalah orang yang berudzur) dalam hal tersebut. 
5. Fath al-Wahhab bi Syarh an al-Thullab?? 


(3) PE Ia (3) al II GE) IA B5 x3 (ae J3 Ip) 
hee senang Ag dia (825) Jail 

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan gayyid yang saya 
tambahkan, (karena butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya 
tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan penyambung (tulang selainnya), 
dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: “Karena tidak 
adanya tulang suci.”, (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh 
sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut -di tubuhnya-. 
6. Referansi lain 

a. Bujairimi Igna' IV /272. 

b. Al-Muhadzdzab 1/251. 


333. Bank Mata 


5. Bagaimana hukumnya Bank mata? Bank Mata ialah semacam badan atau 
yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang- 
orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah mati untuk 
kepentingan manusia. 

J. Hukumnya Bank Mata adalah sama hukumnya pencangkokan mata, 
sebagaimana keterangan dan penjelasan di atas. Hal ini sesuai dengan 
kaidah ushul figh yang berbunyi: 


Suatu media pengtasan hukum itu memiliki status kaki yang sama 
dengan obyek hukum itu sendiri. 


334. Cangkok Ginjal dan Jantung 


S. Bagaimana hukumnya cangkok ginjal dan jantung? 

a. Cangkok ginjal ialah mengganti ginjal seseorang dengan ginjal orang lain. 
Ginjal pengganti itu dapat diambil dari orang yang masih hidup atau 
orang yang sudah mati. Pengambilan ginjal dari orang hidup itu mungkin 


12 Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab pada al- Tajrid li Naf' al- 
“Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950) Juz I, h. 238-239. 

13 Jezuddin Ibn Abdissalam, Jawaid al-Ahkam AN Mashalih al-Anam, (Damaskus: Dar al- 
Dalam, 2000: Mj, juz IL, h. 177. 
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karena setiap orang mempunyai dua ginjal. | 
b. Transplantasi jantung ialah mengganti jantung seseorang dengan jantung orang 
lain. Transplantasi jantung tni hanya dapat dilakukan dari orang yang sudah 
mati saja, karena setiap orang hanya mempunyai satu jantung. 2 
Kiranya sangat sulit melakukan transplantasi jantung dan ginjal dari binatang. 
Karena dua hal ini dibutuhkan adanya persamaan antara darah yang memberikan 
ginjal atau jantung (donor) dengan orang yang mendapatkan ganti ginjal 
atau jantung tadi. | | 
J. Hukumnya cangkok ginjal dan jantung adalah sama dengan hukumnya 
pencangkokan mata. (Lihat masalah no. 332) 


335. Lembaga Zakat Hubungannya dengan Amil 
Zakat 


S. Bagaimana kedudukan hukum/status syar'i lembaga zakat yang dibentuk 

oleh pemerintah daerah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan figh 

tentang Amil? PA San 

J. Hukumnya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah 

adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak syar'i untuk 

membentuk Amil. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl"4 | 

16153 KE MEN PI ES Gal GALANG OA naa Ah, 

ASI ge MA GAN LS JGA KI SE OAT ea 

Bagian kelima adalah para Amil, mereka antara lain adalah Sa'i yang 

diutus penguasa untuk menarik zakat. Dan pengangkatannya itu wajib. 

Amil zakat adalah orang yang diangkat imam untuk menjadi pegawai 

penarik zakat. 

2. Ihya' “Ulum al-Dini5 


Haa BIG TA SA Jaa da SA Sa AJ aka JA 
5 


red es PPn Peri -0,9 P0, awet ... 1. c 28 rat, 

oa AAU JIKGENY C3 ITL OI GUY aral dai USS GUS Y 3 
P4 

Te se TO 15 2 2-3 S 32 . z -. 3. 32 Ian. 0 3 Pd - 4 - . 

MET JAS adl aral aka Ola Ha ega La JS Dn all Yah 


4 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), 
Jilid IV, h. 130. 
15 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya "Ulum al-Din, (Mesir. Muassasah al-Halabi, 1968), Juz IL, h. 157. 
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583 Unan pa A5 as ai si Usa Was gala Ja pak 
8S dal pereda Je Oi KN Mn PAN GE DI 


Fa RL aip aa KAA ay gak V ESG Lea Gan Ka 


Ajaran pokok kesepuluh -dari sepuluh pokok ajaran yang dibawa Nabi 
Saw.- adalah sungguh bila tidak ditemukan sifat wira'i dan sifat kealiman 
pada orang yang menguasai kepimpinanan Negara, sementara bila 
penurunannya akan menimbulkan fitnah yang tidak bisa dibendung, 
maka kita menghukumi sah kepemimpinannya. Sebab kita dalam berada 
di antara (dua opsi), (i) menyulut fitnah dengan (menurunkan dan) mencari 
penggantinya, maka bahaya yang dialami kaum muslimin lebih besar 
dari pada tidak terpenuhinya syarat kepemimpinan yang ditetapkan 
karena kemaslahatan yang sempurna. Oleh sebab itu, prinsip maslahat 
tidak boleh dirusak demi tercapainya kemaslahatan yang sempurna, seperti 
halnya orang yang membangun istana dan merusak kota. (ii) Kita hukumi 
negara tidak memiliki pemimpin dan rusaknya hukum, dan hal tersebut 
tentu mustahil, sementara kita mengakui keabsahan hukum para 
pemberontak di daerahnya karena sangat dibutuhkan warga sekitar, 
maka bagaimana kita tidak menghukumi keabsahan kepemimpinan 
negara dalam kondisi hajat dan darurat? 


3. Kifayah al-Akhyar!5 
PE an YP maa! J3 Gbk 3 jaka Je sia PGA JAN JB 
Jas Ius 3 Kak Ta bana 3 Sa Alai Anas AG 


se ling SN ALI Je PARA Dhan 

Al-Ghazali menyatakan, adanya syarat-syarat (menjadi penguasa yang 
benar) tersebut sangat sulit di masa kita sekarang ini, sebab tidak ada 
mujtahid yang mandiri. Karenanya, maka boleh melaksanakan semua 
keputusan dari siapapun yang memiliki kekuasaan yang efektif, meski 
bodoh atau fasik, agar kepentingan umat Islam tidak terbengkalai. Imam 
al-Rafi'i menyatakan, pendapat ini adalah pendapat yang baik. 
5. Referansi Lain 

a. Keputusan Muktamar NU ke-20, masalah no. 277. 

b. Yanah al-Thalibin, Juz Il, h. 190. 

c. Minhaj al-awim, h. 115. 


16 Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, (Surabaya: Maktabah Ahmad 
Nabhan, t th.), Juz II, h. 210. 


Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 377 


336. Memberikan Zakat kepada Mesjid, Pondok, 
Madrasah 


S. Bagaimana hukumnya apa yang berlaku di masyarakat umum dengan 
memberikan zakatnya kepada mesjid, madrasah, panti-panti asuhan, yayasan 
sosial/keagamaan dan lain-lain pembagian tertentu? 

J. Memberikan zakat kepada mesjid, madrasah, pondok pesantren 

dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat: 

1. Tidak boleh, berdasarkan keputusan Muktamar NU ke-1, masalah 
nomor 5. 

2. Boleh berdasarkan kitab Tafsir al-Munir 1/344. Demikian pula para ahli 
figh menyatakan boleh menyalurkan zakat kepada segala macam 
sektor sosial yang positif, seperti membangun mesjid, madrasah, 
mengurus orang mati dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan 
juga oleh fatwa Syaikh Ali al-Maliki dalam kitab Ourrah al-'Ain, 
73, yang menyatakan: “Praktek-praktek zaman sekarang banyak 
yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana 
Imam Ahmad dan Ishag yang memperbolehkan penyaluran zakat 
pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan mesjid, madrasah 
dan lain-lainnya. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Bughyah al-Musytarsyidin 1 


An Na Yaa 23 ISA EN pa B3 Ii RS te Y 


Masjid sama sekali tidak berhak menerima zakat. Sebab zakat itu 
penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka. 


2 Al-Mizan al-Kubra 8 
aa pa Haa WN NA Ie Kn ENI 3 
Imam empat mazhab sepakat, tidak diperbolehkan Maa 
zakat untuk membangun masjid atau mengkafani orang mati. 
3. Murah Labid li Kasyf Ma'na al-Our'an al-Majid"? 


17 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 106. 

18 Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), 
Juz Il, h.13. 

19 Muhamad Nawawi bin Umar al-Jawi, Murah Labid Ii Kasyf Ma'na al-Gur'an al-Mijid, 
(Mesir: Isa al-Halabi, 1314 H), Juz I, h. 344. 
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In PA P3 SA II SIKA S2 GAN AN AN Oa Ga Jia J5 

SI IE Jana BIS ON Im 5 om AA, EN yu 
Al-Oaffal menukil dari sebagian ahli figh, mereka memperbolehkan 

penyaluran zakat ke semua sektor sosial seperti mengkafani mayat, 

membangun benteng dan merehab mesjid. Sebab firman Allah Swt. fi 

sabilillah (al-Bagarah: 60) pengertiannya umum mencakup semuanya. 

4. Ourah al- Ain? | 

33 BE IE 3 Kel cat al A3) JA GA adi Jaa Si 


Je 2 AN Gb AGE TE KN Ga Ja aU A5 
Ka apl J2 Kasal sae on KI jaka 
Sungguh praktek sekarang ini dengan gaul mugabil Jumhur, yang 
menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishag bin Rahawaih 
perihal pengambilan bagian sabilillah yang diperoleh dari zakat wajib 
orang-orang kaya muslim untuk membantu pendirian sekolah-sekolah dan 
lembaga-lembaga keagamaan, maka praktek itu menjadi suatu keharusan. 
3. Al-Fatawa al-Syar'iyah wa al-Buhuts al-Islamiyah2 


(BUSI SNI ea BELA LI JA SAJA BII 3,23 Ia GI 
An KANAN 0 PI Rear 0, 1 aa P3 28 Is ta Ok daa, 4 0. 3 
DS yr 23 Isa ARE Ia AA aan Raat Jai MA Jang Ml Jan 3 
c » cas IoT. ana ut or PA ANA NAN PL TE NT SO e 
US Grain RE Tenda A13 Uta IS TEA ap Jia BIA 163 sm 
pi 3 GNI j3 AAS Kal Ga JUAN PI KE, AA Jang aa 33 


GE gal ya 

Sungguh termasuk penyaluran ke delapan golongan penerima zakat 
seperti yang tertera dalam firman Allah Swt.: Zakat itu hanya untuk 
orang-orang fakir ... (al-Taubah: 60), adalah untuk sabilillah. Sedangkan 
sabilillah itu mencakup semua sektor sosial, seperti mengkafani mayat, 
membangun benteng, merehab masjid, dan pembekalan prajurit yang 
akan berperang serta lainnya yang memuat kepentingan umum umat 
Islam. Sebagaimana sebagian ahli figh telah memasukkan sektor sosial 
tersebut ke dalam kategori sabilillah dan dipedomani Imam al-Oaffal 


20 Ali al-Maliki, Ourrah al-'Ain, h. 73. 
2 Muhamad Mahluf, al-Fatawa al-Syar'iah wa al-Buhuts al-Islamiyah, (Mesir: Musthafa al- 
Halabi, 1965), Jilid 1, h. 297. 
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dari kalangan al-Syafi'iyah serta dinukil al-Razi dalam tafsirnya yang 
menjadi pilihan kami dalam berfatwa. 


337. Zakat Tanaman Tebu, Cengkeh dan Sesamanya 


S. Apakah wajib zakat bagi penanam tanam-tanaman yang bukan tanaman 
zakawi (seperti yang sudah dinash) dengan tujuan diperdagangkan, seperti 
tanaman tebu, cengkeh dan sesamanya? 

J. Menanam tanaman yang bukan tanaman zakawi dengan niat 
diperdagangkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat tijarah, maka 
wajib zakat seperti zakat barang dagangan. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Busyra al-Karim? 


2.3 s “ane G 


Sal eh $ 3515 ln 

Abu Dawud meriwayatkan tentang kewajiban zakat dari barang yang 
dipersiapkan untuk diperdagangkan. 

2. Hawasyi al-Madaniyah? 

3 hua oa, adi EU CE BU S3 153 383 

HE as LL ne BI Va st NA Maan 1 

Kami telah menetapkan, bahwa barang yang tidak wajib dizakati karena 

dzatnya itu wajib dizakati tijarah, seperti batang kayu, jerami dan tanah. 

Sebab semuanya itu tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, sementara 


barang yang tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, maka terkena wajib 
zakat tijarah. 


338. Zakat Perhotelan, Pengangkutan 


S. Apakah wajib zakat usaha perniagaan mutakhir (modern) yang bergerak 
di dalam bidang jasa, seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya? 

J. Perniagaan jasa seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya 
adalah termasuk tijarah yang mengandung arti tijarah, maka wajib zakat. 
Keterangan, dari kitab: 

1. Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar24 


2 Sa'id Ibn Muhammad, Busyra al-karim, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th), h. 50. 

2 Sulaiman al-Kurdi, Hawasyi al-Madaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 140H), Juz II, h. 95. 

4 Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, 
(Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. th.), Juz I, h. 145. 


380 Ahkamul Fugaha 


Tire ang Ep, 2 Ka sek neng Danu an s8 5 st. 
JIka jane el lnra SS bla YG IA 9 dun 9 An GARA Gal 39 
g - Pa MA Ta ri si .. 
La BA II pe 
Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud 
ketika memperoleh upah akan dijadikannya barang dagangan, maka 
upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan 
mu'awadhah -pertukaran-. 
2. Bughyah al-Musytarsyidin?5 
JUN HA Ia yA JL II AN AN OA ga ih Sial (336) 
(Faedah), kata al-'ardh dengan difathah huruf 'ain dan disukun ra'nya, 
adalah nama bagi setiap macam harta yang membandingi emas perak. 
3. Referensi lain: 
a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, h. 394. 
b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV, h. 31. 
c. Al-Majmu' Syarh al-Muadzdzab, Juz VI, h. 49. 


339. Peranan Uang Emas/Perak Diganti dengan Uang 
Kertas, Cek, Obligasi, Saham Perusahaan dan Macam- 
macam Surat Berharga 


S. Bagaimana yang berlaku secara umum di bidang keuangan dengan 
digantikannya peranan uang emas/perak oleh uang kertas, cek, obligasi, 
saham-saham perusahaan dah macam-macam kertas berharga? 

J. Uang kertas, cek, obligasi, saham-saham perusahaan dan sesamanya, 
apabila telah mencapai seharga emas satu nishab dan telah haul, maka 
wajib zakat seperti emas. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba'ah?6 


8. 5 Fe 03 ak .. A ME ri PA Pa”) “033 To. KAN 3.303 
Ana ball IS CI AJA 353 G3 5) 2 pm ay slgaal! agar 


Ag 

Mayoritas fugaha berpendapat dengan kewajiban zakat terhadap 

uang kertas, karena peranannya dalam transaksi sama dengan peran 
uang emas dan perak. 


25 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al- 
Haramain, t. th.), h. 100. 

2 Abdurrahman al-Jazairi, al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 
Jilid I, h. 512-513. 
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2. Referensi Lain 
a. Keputusan Muktamar NU ke-5, Masalah Nomor 90. 
b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV. 


340. Memulai Ihram dari Jeddah 


5. Orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji melalui Jeddah yang akan 
langsung menuju Mekkah, apabila mereka memulai ihramnya dari Jeddah, 
apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka? 

J. Mengingatkan bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah 
haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai 
migat, maka apabila para jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada 
hari-hari terakhir) akan langsung menuju Mekkah, hendaknya mereka 
melakukan niat ihramnya pada waktu pesawat terbang memasuki 
daerah Oarnul Manaazil atau daerah Yalamlam atau migat-rmgat yang lain 
(yaitu setelah mereka mendapat penjelasan dari petugas pesawat udara 
yang bersangkutan). Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan 
agar para jamaah memakai pakaian ihramnya sejak dari lapangan 
terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian niat ihram 
baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Oarnul 
Manuazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat 
ihram di Indonesia, itupun diperbolehkan. 

Keterangan, dari kitab: 


1. Al-Muhadzdzab” 
SE 3 pe Ai Ap SEL ja da ke aa 
Orang yang rumahnya melewati di atas migat (batas tempat dimulainya 


keharusan berpakaian ihram), maka ia boleh berihram dari migat tersebut, 
dan boleh juga berihram dari atas migat tersebut. 


2. Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab»8 
EA BL IS BY oh 3, Yak Ls an ISI Lal, 
je SE ASI db Jan YEN Cha 2 ya 


Sedangkan orang yang datang dari suatu daerah dan tidak melewati 
migat serta tidak pula searah dengan migat (sebagaimana tertera pula 


5 


?7 Abu Ishag al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Juz I, h. 203. 
2 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Kairo: al-Ahsin, t. th.), Juz VII, 
h. 197. 
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dalam al-@ulyubi), maka para ulama kita menetapkan bahwa orang 
tersebut harus berihram pada jarak dua marhalah jauhnya dari Mekkah. 
Demikian karena mengikuti amal Umar bin Khaththab ketika bermigat 
di Dzati Irgin. 


341. Hukumnya Pemotongan Hewan dengan Mesin 


5. Bagaimana hukumnya pemotongan hewan dengan mesin? 


J. Hukumnya pemotongan hewan dengan mesin adalah halal, kalau 

mesin dan cara pemotongannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Pemotongnya seorang muslim. 

b. Alat mesin yang dipergunakan untuk penyembelihan tersebut 
memenuhi Syarat-syarat penyembelihan syar'i. 

Keterangan, dari kitab: 

1. Fath al-Wahhab dan Al-Tajrid li Nafal-'Abid?3 


JA al 3 Aa Aa SI 3 AN 3 533) 
SIG Jr BN GUN Op Ab KE GUS Sh (ata A3 A3) 
Ip ae JPN Oil TE Jadi! all Abs Gl Jai sabit al sil ah, 


TA Haa oh os 

Dan dalam penyembelihan disyaratkan ada kesengajaan mengarahkan 
tindakannya pada hewan tertentu atau jenisnya. 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: “Kesengajaan mengarahkan 
tindakannya pada hewan tertentu.”) Meskipun prasangkanya salah, 
atau jenisnya meskipun salah sasaran. Begitu menurut al-Halabi. Dan 
maksud kesengajaan mengarahkan tindakannya pada hewan tertentu 
atau jenisnya adalah sengaja mengarahkan tindakannya pada hewan 
tertentu atau seekor hewan dari suatu jenis, meskipun tidak bermaksud 
menyembelih. - 


2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 2 
SA 35 SI Gi SAI JA Eh GB ES 9 bi) 
(KBS Y)) 1535 B3 23 (1833 A8) aras SAKSI (a53 


Fu - 


2 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman al-Bujairami, Fath al-Wahhab dan al-Tajrid li Naf al- 
Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H), Jilid VI, h. 286. 

30 Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al- 
Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H), Jilid VI, h. 286. 
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SAN H3 MAS di AA S3 FAN HN GSM AI As In 
abi Kapan sa dada dp 
dn Span ee IN 3 Ja SE 
AE 3 ep SS 23 


JIN AriNn 

Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam 
sehingga dapat melukai, seperti senjata tajam dari besi, bambu, batu, 
emas dan perak, kecuali dari gigi dan kuku, berdasarkan hadits riwayat 
Bukhari Muslim: “Apapun yang bisa mengalirkan darah (binatang sembelihan) 
yang bukan terbuat dari gigi dan kuku, serta disebutkan (ketika disembelih) 
nama Allah Swt. maka makanlah.” Dan hukumnya disamakan dengan gigi 
dan kuku, semua jenis tulang. 

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: “Kecuali tulang ...”) memberi 
pengertian bahwa penyembelihan cukup pula dilakukan dengan selain 
alat yang telah disebutkan, meski berupa rambut selama tidak dengan 
cara mencekik ... Dari pernyataannya nanti, yaitu: “Atau alat penyembelih 
itu berupa binatang atau burung pemburu ...” di mana Syaikh Zakaria 
memutlakkannya dan tidak menyaratkan binatang atau burung pemburu 
itu membunuh buruannya dengan cara tertentu. Maka dari kemutlakan 
tersebut bisa diketahui bahwa buruan yang dibunuh binatang atau 
hewan pemburu itu halal, dengan berbagai cara pembunuhan.Il 


31 Mungkin yang dimaksud adalah kata PN (pencekikan). Pen. 
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